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ABSTRAK 

 

(Lidya Rahmi, 1410111131, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas 

Andalas, 80 Halaman, 2018) 

 

Pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap konstitusi merupakan 

mekanisme checks and balances oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal 

konstitusi. Sebagai lembaga yang putusannya bersifat final dan mengikat (final 

and binding) dan tidak memiliki upaya hukum lain. Maka selayaknya putusan 

Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia dapat menegakkan prinsip negara 

hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi. Namun konsistensi 

Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusan belakangan ini telah menuai 

perdebatan mengenai positif legislator dan negatif legislator.  

Konsistensi atau tidak konsistensinya hakim Mahkamah Konstitusi dalam 

memutus permohonan pengujian undang-undang tercermin pada Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016, dan Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor No 132/PUU-XIII/2015 yang pokok permohonannya sama-

sama berujung kepada Mahkmah Konstitusi untuk melakukan perluasan norma 

pada pasal-pasal di KUHP.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis lebih dalam 

apakah Mahkamah Konstitusi mempunyai  fungsi menjadi positif legislator 

melalui putusannya, karena secara normatif kedudukan Mahkamah Konstitusi 

dalam pengujian undang-undang hanya sebatas negatif legislator yaitu penghapus 

atau pembatal norma. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

No 132/PUU-XIII/2015 adalah putusan yang sama-sama ditolak namun kedua 

putusan ini adalah putusan yang meminta Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai 

positif legislator. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengandung 

pertimbangan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah negative legislator yang lebih 

menekankan penggunaan asas judicial restraint dan memilih tidak membuat 

norma dan menjadi positive legislator sebagai bagian dari penegakan hukum 

progresif. Dibuatnya putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum 

filosofis dan sosiologis yang tidak terlepas dari penafsiran hukum. 

 

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, positif legislator, negatif legislator, 
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